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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa : 

1.Mekanisme kerja pendamping desa melalui beberapa tahapan yaitu : 

a) Tahap Perencanaan, meliputi Musrenbangdes, Survey lokasi, dan 

penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembangunan 

b) Tahap Pelaksanaan, meliputi: pendampingan dalam proses 

pengerjaan pembangunan, menyiapkan alat, material, Penyediaan 

tenaga kerja sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan 

memonitoring pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh 

desa 

c) Tahap pemantauan : pengawasan dan evaluasi secara terperinci dari 

tahap perencanaan sampai selesai sehingga pembangunan yang 

dilakuakan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan, dan 

membuatan LPJ yang berisikan pemasukan dan pengeluaran yang 

dilakukan dalam proses pembangunan agar sesuai dengan rencana. 

 Dalam mekanisme kerja, Pendamping lokal desa menemukan beberapa 

temuan di lapangan khususnya di Desa Hauteas Barat, yaitu kurang adanya 

aspirasi masyarakat dalam forum rembug desa musdus, musdes dan 

Musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan pembangunan perlu ditingkatkan 

karena masyarakat lebih mementingkan kepentinganpribadi dibandingkan 

keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan desa juga 

ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana desa bersifat transparansi dalam 

memaksimalkan pembangunan desa. 
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2.Tantangan yang dihadapi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan 

desa yaitu; 

a) Minimnya pemahaman dari masyarakat dan pemerintah desa 

tentang pendampingan. 

b) Kapistas PLD hanya berjumlah 1 (satu) orang untuk mendampingi 

4 (empat) desa dan Jarak dari desa ke desa yang lainnya berjauhan 

dan perlu upaya untuk mengaksesnya hal tersebut. 

c) Kondisi jalan yang buruk karena belum tersentuh aspal karena itu 

di butuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk bisa menjangkau 

semua wilayah kerjanya. 

d) Desa Hauteas Barat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 

yang rendah dalam program pembangunan. jika partisipasi rendah 

maka akan menjadi hambatan untuk memajukan desa. 

e) Honor/gaji bagi PLD nominalnya juga kurang memuaskan dan 

tidak sebanding dengan beban tugas yang harus diemban. 

3. Manfaat adanya pendamping desa di Desa Hauteas Barat yaitu memberi 

dampak positif bagi desa dalam pembangunan desa, seperti membantu 

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desamulai dari pembuatan SPJ 

(Surat Pertanggung Jawaban) atau membuat RAB (Rencana Anggaran 

Biaya),dan membantu program-program pembangunan dari dana desa. 

6.2. SARAN 

1.Melihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hauteas 

Barat, maka perlu adanya peran pemerintah untuk merangsang masyarakat agar 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Berikut beberpa cara untuk 

meramgsang masyrakat Desa Hauteas Barat yaitu: 

a) Menjadikan hari jumat sebagai hari jumat bersih. 

b) Dalam setiap program yang berkaitan dengan pembangunan 

insfrastruktur pementah desa harus membuat daftar program 

pendaftaran pekerja tukang,buruh dan pekerjanya harus dari 
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masyarakat dalam desa dengan nilai upah sesuai standar masing-

masing antara tukang dan buruh. 

c) Pemerintah desa harus mengadakan pelatihan dan sosialisasi dalam 

hal ini membuat program kelompok tenun ikat bagi ibu-ibu. 

2.Pendamping harus melakukan pendekatan sosial, pendekatan yang dilakukan 

lebih sering berkomunikasi dengan desa dan masyarakatnya sehingga akan 

terjalin ikatan dan hubungan yang baik.  

3.Kualitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, hal ini perlu adanya kaderisasi 

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. 
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PANDUAN PERTANYAAN 

1.Bagaimana tanggapan pemerintah desa dengan adanya Pendamping Lokal 

Desa(PLD)?(Kepada KepalaDesa, Sekdes dan Bendahara). 

2.Apa tanggapan pendamping desa terhadap pembangunan desa? (kepada PDP, 

PDTI dan PLD). 

 Tahap perencanaan. 

1. Apa saja yang dilakukan dalam tahap perencanaan penyususnan 

dokumen RPJMDes, RKP, dan APBDes? ( kepada Kepdes dan 

PLD). 

2. Bagaimana peran masyarakat desa dalam kegiatan musrembang 

desa? (kepada PLD). 

 Tahap pelaksanaan. 

1. Apa saja hal-hal yang dilakukan dalam proses pelaksanaan 

pembuatan rencana anggaran biaya(RAB)? (kepada PLD). 

2. Apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam proses pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan RAB( rencana anggaran biaya)? 

(kepada PLD). 

3. Bagaimana tanggapan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di desa? (kepada Masyarakat 2 (dua) orang). 

 Tahap monitoring/ pemantauan. 

1. Bagaimna peran PLD dalam pengawasan pembagunan desa 

sehingga berjalan dengan baik? ( kepada kepala desa dan PLD). 

2. Bagaimana tanggapan PLD terhadap anggaran dana desa dalam 

memaksimalkan pembangunan? (kepada PLD). 

3. Bagaimna mekanisme pengawasan, media yang digunakan dalam 

pengawasan? ( kepada PLD). 

3.Apa saja tantangan atau hambatan yang dilalui PLD? (kepada PLD). 

4.Bagaimana hubungan antara PLD,pemerintah desa,BPD dan masyarakat? 

(kepada PLD dan kepala desa dan masyarakat 2 (Dua) Orang). 

5. Apa manfaat PLD dalam pemerintah desa? (kepada kepala desa dan sekertaris 

desa). 


